PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan

Mengingat :

-

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,
maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu
memberikan pelayanan perizinan tertentu;

. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,
pengaturan mengenai retribusi izin gangguan sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2000 perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang
Retribusi Izin Gangguan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomaor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
72008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); :



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daergh
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndones_la
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun _2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2009 Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
dengan persetujuan bersama Bupati.

7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tdak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-
MEnerus.

8. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi
atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian
dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah.

9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas izin Gangguan oleh orang Pribadi atau badan kepada
{Pemerintah daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. e

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
'APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lampung Timur.
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12.

13.

14.

15.

16.

1. 4

18.

19.

20.

-4 8

Badan adala!'i sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah _[BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu, yang sealnjutnya disebut wajib
retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Perizinan Tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
produk retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah. .
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang  retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya. :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Izin Gangguan termasuk Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
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BAB 111
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi kepada setiap orang
pribadi atau badan hukum atas pemberian izin gangguan yang dikeluarkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, kesclamatan, atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi
norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah izin gangguan baru khusus skala mikro dan kecil, dan tempat

usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

Pasal S

Subyék Retribisi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB IV
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 6

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :

a. lingkungan;
b. sosial kemasyarakatan; dan
c. ekonomi.

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut udara
dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau
ketertiban umum.

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi ancaman terhadap:

a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada
disekitar lokasi usaha.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB V
PERSYARATAN IZIN

Pasal 8

(1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:

mengisi formulir permohonan izin;

melampirkan fotokopi KTP pemohon;

melampirkan akta pendirian bagi usaha yang berbadan hukum;
melampirkan Surat Persetujuan lingkungan di sekitar lokasi usaha yang
diketahui oleh Kepala Desa setempat;

melampirkan denah lokasi usaha;

melampirkan dokumen UPL/UKL atau AMDAL bagi perusahaan yang
dalam kegiatanya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran
lingkungan.

aoop
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(2) Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V1
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

(1) Pemberian Izin Gangguan merupakan kewenangan Bupati;

(2) Pelayanan izin Gangguan diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu;

BAB VII
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 10

Pemberi izin wajib :

a.

Qo

e
-

menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan
terbuka;

memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak
diskriminatif;

membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam
melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal
permohonan izin belum memenuhi persyaratan; .
memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi
persyaratan; ;
memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.



(1)

Pasal 11

Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 hux:uf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif
terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6

(2) Setiap Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang abyektif
disertai dengan alasan yang jelas.

(3) Proses pembuatan izin gangguan paling lambat diselesaikan selama 14

(empat belas) hari kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 12

Pemohon izin wajib:

a.

b
c:
d.
¢

melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas
kegiatan usahanya dan menyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
memenuhi seluruh persyaratan perizinan,

menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan

melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 13

Pemohon izin mempunyai hak:

a.

ol

o }

(1)

(2)

(3)

mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan
tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditentukan;

mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-
lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan
ramabh;

memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuali
standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesual
mekanisme yang berlaku,

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 14

Untuk memperoleh Izin Gangguan, pemohon mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) poin
a; :
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), quati melalui
Tim Teknis mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan
untuk dijadikan tempat usaha, ;
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam Berita
Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan pemberian 1zin
Gangguan,
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(4) Berita‘ Acara Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3), menjadi dasar
Bupati untuk memberikan Izin Gangguan kepada pemohon;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan pemberian
Izin Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan dihitung berdasarkan jenis gangguan,
lokasi dan luas tempat usaha.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
't DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

(1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan
berdasarkan jenis dan ruang lingkup usaha/kegiatan yang dilakukan,;

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

(3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

s Pasal 17

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilgkukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.



BAB X
CARA MENGHITUNG DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

(1) Struktur tarif Retribusi Izin Gangguan digolongkan berdasarkan atas Indek
retribusi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran | merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Besarnya Retribusi izin gangguan adalah = luas ruang usaha x indek lokasi
x indeks gangguan x tarif luas ruang usaha;

BAB XI
MASA RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Masa Retribusi Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan
usahanya;
(2) Dalam rangka pengawasan terhadap Izin Gangguan sebagaimana

dimaksud ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 4
(empat) tahun sekali;

(3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2), harus sudah
diajukan selambat-lambatnya dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum jatuh

tempo.
BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 20

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan
retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
usaha mikro, kawasan khusus industri dan kawasan berikat;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian keringanan,
pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21
Retribusi Perizinan Tertentu terhutang dipungut di wilayah Daerah.



BAB X1V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 23

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib
retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 24

(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului
surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis

(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang
terutang.

(4) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 25

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang
bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10



BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal ditemmanya Surat

Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 27

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

'

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, §eja1§
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,. scjgk diterirpanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu lfeputusan.. permohonan
pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dxf;xnggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
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(S) Apabila Wajib_o Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran Retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang mengatur ketentuan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30
(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif
atasdasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
APBD.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 31
(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat

berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi; -



(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Fa_ha;(;an dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian
izin; dan

b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap
lingkungan dan masyarakat,

(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan
pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian
akibat kegiatan dan/atau usaha;

(4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan;

(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika
berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang
ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban melakukan
pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber
daya manusia, dan jaringan kerja;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan
daerah yang melalui;

a. koordinasi secara berkala;

b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;

c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan
pelaksanaan izin.

(2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan
oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang
berwenang memproses izin.

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur wajib memberikan sgr}ksi kepada
pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah terkait dengan 1zin gangguan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13



BAB XXI1
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang

Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesual
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
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BAB XXI1I
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda sebesar
2% (dua persen)setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD)

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 37

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Pasal 38

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan Penerimaan
Daerah.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin

Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000 Nomor
11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seti:ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal [& DeSerloer 20U

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal /6 DeSemoer 2o

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDARLI, S.H.
Pembina/1V-a
NIP. 19630808 199203 1 010
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1.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR2?% TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

UMUM

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan,
ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan
pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-Undang.
Dengan demikian pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada
Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa
Obyek Retribusi terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa perijinan
tertentu.

Selanjutnya dalam konsideran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
khususnya pada huruf ¢, disebutkan bahwa Retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah.

Selama ini pungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Lampung
Timur diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampug Timur Nomor

'11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin gangguan, yang selama sepuluh

tahun belum mengalami perubahan atau evaluasi. Dengan berlakukan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang tersebut, sehingga Peraturan Daerah ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam
Pendapatan Asli Daerah

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.
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Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.
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Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN
2011 NOMOR 12



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN
A. INDEKS TINGKAT GANGGUAN (ITG)

Perusahaan dengan gangguan Besar

Perusahaan dengan gangguan Besar

S
4
Perusahaan dengan gangguan Sedang : 3
Perusahaan dengan gangguan Kecil 2

s

B. INDEKS LOKASI GANGGUAN (ILK)
1. Jalan Negara/ Kelas I
2. Jalan Provinsi/ Kelas II
3. Jalan Kabupaten/ Kelas III
4. Jalan Kecamatan/ Desa Kelas IV

NWs U,

C. TARIF LUAS RUANG USAHA (TLRU)

No Luas (m?) Tarif (Rp)
1 {5100 750,-
2 | Lebih 101 600, -

Keterangan :
1. Tarif retribusi dipungut dengan menghitung berdasarkan rumus
retribusi, sebagai berikut :
Tarif Retribusi Izin Gangguan : Luas Ruangan x ITG x ILK x TLRU
2. Rumus penghitungan retribusi dikenakan terhadap:
a. permohonan izin gangguan baru.
b. permohonan perluasan kegiatan/ tempat usaha.
c. permohonan pindah tempat usaha.
d. permohonan balik nama.
e. permohonan ganti nama perusahaan.

3. Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian
dan/atau dalam rangka pengawasan dan pengendalian izin gangguan,

dengan memperhatikan komponen biaya retribusi.

4. Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud angka

(9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,

ttd

ERWIN ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
SUDARLI, S.H.

Pembina/IV-a
NIP. 19630808 199203 1 010
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